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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab Latin 
Daftar huruf  bahasa Arab dan translierasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (denga ntitik di bawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ A postrof terbalik 
غ Gain G Ge 
x 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostof 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء   an     l  a  di a al  a a   n i   i    aln a  an a di   i  anda 
a a  n   i a ia    l  a  di   n a  a a  di a  i   a a di  li  d n an  anda       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara  
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 












a dan u 
 
Contoh:  
ََفْيَك : kaifa   
ََلََْوه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 









 َى...َ|  َا... fatḥah dan ali fatau 
 ā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى Kasrah dan  ā‟ I I dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau Ū u dan garis di  atas 
Contoh:  
ََتَاَم : māta 
يَمَر : ramā 
ََمِْيق : qila 
َُتْوَُمي : yamūtu 
4. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalahh : 
xii 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah di ikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِلَافَْطلأْاَُةَضْوَر : raudah al- at fāl 
ََُةهِضََافَْناََُةىْيَِدَمَْنا : al-madinah al-fādilah 
َُةَمْكِحَْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf َ َ ى َ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah (َِّيى),maka ia di transliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
Contoh  
َاىَّبَر  : rabbanā 
َاىْي ََّجو  : najjainā 
َِق َّحَْنا  : al-haqq 
ََم ُِّعو  : nu”ima 
 َوُدَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah, maka ia di transliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh:  
َِِّيهَع  : „Ali     an „Ali   a a  „Al   
َِِّيبََرَع  : „A a i     an „A a i   a a  „A a     
 
6. Kata Sandang 
xiii 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan hurufَلا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedomant ransliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di 
tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar 
(-).  
Contoh: 
َُسْمَّشَنا  : al-syams (bukanasy-syam) 
ََُةنَزْن َّزَنا  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
ََُةفَسَْهفَْنا  : al-falsalah 
َُدَََلَبَْنا  : al-bilād 
7. Hamzah 
A   an   an li   a i        a  a    n adi a               an a    la    a i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََنْوُرُْمَأت  : ta’murūṭn 
َُعْوَّىَنا  : al-nau’ 
 َءْيَش  : syai’ 
َُتْرُِمأ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di 
tulis menurutara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an  da i al-Qur’ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh. Contoh:  
xiv 
Fi Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
9. Lafẓal-Jalālah(الله) 
Ka a “Alla ”  an  di da  l i  a  i  l       i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِاللهَُهْيِد  : dįnullāh 
 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
di transliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
َِاللهَِةَمْحَرَِْيفَُْمه : hum fi rahmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital misalnya, di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di 
dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).Contoh: 
 Wamā Muhammadunillārasul 
 Inna awwalabaitinwudi’alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
xv 
 Syahru Ramadān al-laziunzilafiih al-Qur’ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Ga āli 
 Al-Munqiz min al-Dalāl 
B. Daftar  Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah 
swt. = subhanahu wa ta‟ala 
saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 
a    = „alaihi al-salam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
1. = Lahir tahun ( untuk orang yang masih hidup saja ) 
w. =Wafat tahun 
QS… /… : 4 = QS al-Baqa a /2:4 a a  QS Ali „I  an/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Rifqah Nur 
Nim : 10100114155 
Judul : Praktik Appita’galak Tana (Gadai sawah) Perspektif Hukum Islam  
   (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten  
   Gowa) 
 
 Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik appita;galak 
tana pada masyarakat Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 
Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik appita’galak tana pada 
masyarakat Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
 Metode dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dengan sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menganalisis data , 
peneliti menggunakan metode deskriftif analisis. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktik appita’galak tana 
(gadai sawah) di Desa Julukanaya Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa 
dilakukan sejak dahulu sampai sekarang dengan alasan persoalan ekonomi. Dan 
bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari 
segi penentuan batas waktu tersebut tidak dipermasalahkan. Sehingga 
mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam hukum Islam belum terpenuhi 
sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Praktik Appita’galak tana (gadai sawah) 
Perspektif Hukum Islam di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa belum sepenuhnya sesuai dengan Hukun Islam. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para pemuka masyarakat 
dalam hal ini adalah para tokoh agama setempat, agar lebih sering memberikan 
pengarahan atau informasi mengenai praktik appita’galak tana yang sesuai 
dengan hukum Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar 
sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 2) Kepada rahin dan 
murtahin, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, maka hendaknya 
dalam bertransaksi gadai sawah menggunakan catatan yang ditandatangani oleh 
kedua belah pihak di bawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka 
terjadi perselisihan. 3) Hendaknya dalam bertransaksi gadai sawah selain 
melibatkan pihak ketiga (saksi), agar di kemudian hari, apabila terjadi perselisihan 
lebih mudah penyelesaiannya. 4) Sebagai bahan pembelajaran atau ilmu 
pengetahuan yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam melaksanakan gadai 
khususnya gadai sawah/tanah, agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan 
yang ada (nash). 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam 
masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan 
adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. 
Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari 
atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup 
tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain 
disebut muamalah.1 
Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan 
agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada 
pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari 
pihak lain. 
Dalam melakukan akad, dalam hal ini muamalah tentunya haruslah secara 
baik dan benar sesuai dengan hukum islam, dengan tujuan mencegah kerusakan 
pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan 
mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan yang harus dilalui oleh 
manusia. 
Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara 
menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek akidah, 
ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup 
                                                           
1Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), ed Revisi, 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11. 
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rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individuya maupun dalam kehidupan 
masyarakatnya.2 
Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk 
memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh.  
Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban  
individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu 
terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.3 
 Di antara perintah Islam dalam muamalah adalah anjuran kepada  umatnya  
supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain, 
seperti  halnya yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus 
menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, 
sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat Al-Maidah, 5/ 2: 
 
                          
          
 
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.4 
 Banyak cara dan bentuk  manusia  untuk tolong menolong antar 
sesamanya, diantaranya dengan jual-beli dan utang-piutang. Dalam masalah utang 
piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga 
                                                           
2Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam 
Tata Hukum Indonesia), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66. 
3Jusmaliani dkk, Bisnis berbasis Syari‟ah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.21 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Mushaf Terjemah Ar-Rasyid, Jakarta: al-hadi media 
kreasi, 2012, h. 106 




kepentingan  kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya 
mendapatkan kerugian,  ataupun saling merugikan satu dengan lainnya.  
Oleh sebab itu, dalam utang piutang,  hukum Islam memperbolehkan 
kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan  atas utangnya, hal ini 
dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur. Sehingga  apabila debitur itu 
tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh  dijual oleh 
kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn atau 
gadai. 
Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan 
membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan profit atau usaha mencari 
keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan 
praktek gadai untuk kepentingan profit sehingga esensi transaksi sebagai bentuk 
tolong menolong tidak lagi menjadi acuan mereka. Hal ini terjadi di Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Yang terjadi di Desa tersebut 
adalah praktek gadai sawah yang barang jaminannya di manfaatkan langsung oleh 
penerima gadai. 
Di desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, ada praktik 
Appita‟galak Tana, yang sering dilakukan oleh para petani. Dimana hasil barang 
gadaian itu (Marhum), langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai atau (orang 
yang memberi piutang atau murtahin). Transaksi appita‟galak tana yang terjadi 
biasanya , sawah yang dijadikan barang jaminan gadai (marhn) langsung dikelola 
oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). Pada dasarnya pemilik barang, dapat mengambil manfaat dari 
barang yang digadaikan. Tetapi, dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak 
untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada 
persetujuan dari penerima gadai. 




Dalam praktik appita‟galak tana tersebut, salah satu pemicu dari 
terjadinya praktik gadai di daerah tersebut adalah tuntutan kebutuhan ekonomi, 
sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai tanah adalah orang-orang yang 
berekonomi rendah (tergolong miskin) sementara menerima gadai rata-rata dari 
orang yang berada (tergolong kaya). Dalam praktik ini,  seseorang telah 
mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi si penggadai, karena  
si pengadai bisa saja terpaksa merelakan barang jaminan berupa sawah yang akan 
dikelola oleh penerima gadai tersebut. Terkadang apabila hutang belum terlunasi 
mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu 
sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Tentunya hal ini bukanlah 
sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan 
transaksi yang tujuannya utamanya untuk tolong menolong, dan dijadikan sebagai 
bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu  membantu bisa 
di jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama 
hubungan si penggadai dengan yang menerima gadai. Namun kenyataanya, hanya 
dijadikan sebagai transaksi untuk mencari keuntungan.  
 Jika dilihat dari segi pemanfaatannya pihak pemberi hutang tidak 
dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai. Sebab sebelum dan setelah 
digadaikan, barang gadaian adalah milik orang yang terhutang. Adapun pemberi 
hutang maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas 
uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Dengan demikian, 
pemberi hutang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik 
dengan izin pemilik barang maupun tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan 
tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram. Dan bila ia memanfaatkan dengan izin 
dari pemilik barang maka itu adalah riba, karena setiap pinjaman yang 
mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. 




Pada saat rahin melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur 
keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang 
diberikan oleh murtahin berkaitan dengan nilai pinjaman. Sedangkan dalam 
bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela 
tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus 
memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam 
kesempitan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan. 
Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi 
tentang “Praktik Appita‟galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam 
(Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti, peneliti memfokuskan penelitiannya pada: 
a. Praktik Appita‟galak Tana di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga 
Kabupataen Gowa. 
b. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Appita‟galak Tana di Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
2. Deskripsi Fokus 
Skripsi ini berjudul : “Praktik Appita‟galak Tana (Gadai Sawah) 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa). Masalah ini akan dijelaskan sebagai langkah awal peneliti agar 
pembaca nantinya memahami lebih jelas masalah yang dimaksud untuk 
mengetahui perbedaan presepsi terhadap kata yang mengandung pengertian lebih 
dari satu, maka penulis memberikan batasan pengertian yang dianggap perlu 
dalam judul di atas. 




1. Praktik menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata/pelaksanaan suatu 
pekerjaan. Praktik menurut istilah adalah suatu sikap belum otomatis 
terwujud dalam suatu tindakan. Adapun yang dimaksud praktik dalam 
penelitian ini adalah pelaksanaan atau pengaplikasian gadai tanah atau 
sawah di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
2. Appita‟galak berasal dari bahasa Makassar yang dalam bahasa Indonesia 
yaitu gadai, Appita‟galak adalah meminjam uang kepada seseorang dengan 
menjaminkan barang sebagai tanggungannya.  Adapun gadai yang dimaksud 
adalah tanah /sawah. 
3. Tana berasal dari bahasa Makassar yang dalam bahasa Indonesia yaitu Tanah/ 
sawah. Tanah yaitu permukaan bumi yang digarap dan diairi untuk tempat 
penanaman padi. 
4. Hukum Islam berarti adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan Allah 
Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik 
hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun berhubungan 
dengan perbuatan (amaliah) yang dilakukan oleh umat muslim.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan Praktik Appita‟galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif 
Hukum Islam di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah 
suatu peristiwa atau kejadian hukum dimana masyarakat umat Islam dapat 
mengetahui tentang Praktik Appita‟galak Tana dalam Perspektif Hukum Islam di 
Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik 
pokok masalah yakni sebagai berikut: 




1. Bagaimana Praktik Appita‟galak Tana pada masyarakat  Desa Julukanaya 
Kecamatan  Pallangga Kabupaten Gowa?  
2.  Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap  Praktik Appita‟galak Tana 
pada masyarakat Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 
D. Kajian Pustaka 
 Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari 
referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari kitab-kitab, buku-
buku, maupun karya ilmiah atau skripsi. 
Sejauh yang penyusun ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku 
maupun kitab yang membahas masalah gadai, diantarnya: 
1.  Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam Tentang 
Riba, Utang, dan Gadai”, 2000, di dalamnya membahas mengenai hak 
pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya pada keadaan atau sifat 
kebendaannya yang mempunyai nilai. 
2. Muhammad Sholikhul Hadi, dalam bukunya yang berjudul “Pegadaian 
Syariah”, 2003, dalam buku ini menyajikan informasi tentang bagaimana 
konsep kerja pegadaian syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatife 
lembaga keuangan syariah yang dapat diperhatikan di Indonesia atau di Negara 
manapun. Dalam buku ini disebutkan bahwa barang gadai tidak boleh diambil 
manfaatnya, hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan 
utang dan sebagai amanat penerimaannya.5  
3. Drs. H. Nazar Bakry, dalam bukunya yang berjudul “Problematika 
Pelaksanaan Fiqih Islam”, 1994, dalam buku ini diuraikan bagaimana 
mahasiswa mudah dalam mempelajari Fiqih. Dalam salah satu bab di buku ini, 
juga dijelaskan mengenai rukun dan syarat sah dari gadai. 
                                                           
5Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, h. 54.  




4. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh 
Muamalat”, 2015, dalam buku ini diuraikan bagaimana mahasiswa mudah 
dalam mempelajari hukum-hukum syara‟ yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan manusia di bidang ekonomi. Dalam salah satu bab di buku ini, 
juga dijelaskan mengenai hukum-hukum gadai dan dampaknya 
5. Penelitian yang mengangkat tema mengenai gadai yaitu, Mutawaddiah, dengan 
judul Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2016. 
Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai oleh rahin dan 
murtahin ditinjau dari hukum ekonomi Islam 
Berdasarkan kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang 
akan dilakukan peneliti belum pernah ada yang membahas secara khusus, yaitu 
dengan topik PRAKTIK APPITA‟GALAK TANA (GADAI SAWAH) 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa). 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
 Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 
studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, penulis mempunyai satu kewajiban 
secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara 
khusus penelitian ini bertujuan: 
a. Untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah di Desa Julukanaya 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 
b. Untuk menjelaskan status hukum gadai yang terjadi di Desa Julukanaya 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian 




a. Diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat yang ada di Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang ingin melakukan 
praktek appita‟galak tana. 
b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan 
ilmu syari‟ah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan 




















A. Pengertian Gadai 




 Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan, atau jaminan 
(Borg).6 Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan Al-rahn  menurut arti bahasa 
berasal dari kata rahana-rahnan yang sinonimnya: 
1. Tsabata, yang artinya tetap; 
2. Dama, yang artinya kekal dan langgeng; 
3. Habasa, yang artinya menahan.7 
Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna 
yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan”.8Kata ini merupakan 
makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat 
utang. 
Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah 
tetap, kekal dan menahan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera 
sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil 
kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang 
terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu 
hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang 
bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang 
oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang 
mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum 
perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, anggunan dan rungguhan. 
                                                           
6Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam (Jakarta: PT Rsja arindo, 1994), h. 
43.  
7Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta, Amzah, 2015), h. 286. 
8Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), Jilid 4, h. 
4204.  
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 Menurut bahasa telah tergambar maksud dari rahn adalah menahan barang 
orang lain, pada dasarnya tijarah, akan tetapi sebagai jaminan utang dibolehkan.9
 Ada juga mengatakan kata rahn bermakna tertahan. Dengan dasar firman 
Allah QS. al –Muddatsir/74: 38. 
 
              
  
Terjemahnya: 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”,10 
 Kata rahinah terambil dari kata rahanah dengan aneka makna antara lain 
gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, 
sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari kata tersebut diartikan sesuatu 
yang ditahan. 
 Ayat di atas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai di sisi Allah. Ia 
harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-
akan berhutang kepada Allah Swt. dan ia harus membayar kembali utangnya 
kepada Allah Swt untuk membebaskan dirinya.11 Setiap pribadi diminta 
pertanggung jawaban di akhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi 
hisab atas perjanjian hidupnya baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya 
sendiri maupun orang lain. 
Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat sesuatu barang 
yang dijadikan penangguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, 
barang ituboleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya 
dengan keadilan (dengan harga yang berlaku pada waktu itu).12 
                                                           
9Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 
2016), h. 90.   
10Kementrian Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 577.   
11M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 606.   
12Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam  (Bandung: PT. Sinar Baru alagesindo, 1994), h. 309.  




Menurut Sayid Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan suatu 
benda berharga dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan atas utang selama ada 
dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian 
benda.13 
Sementara Menurut Hendi Suhendi, pengertian gadai atau rahn menurut 
syara‟ adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai 
tanggungan utang.14 
Menurut Sulaiman Rasyid gadai adalah suatu barang yang dijadikan 
peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.15 
Pengertian lain dari Ghufron A. Mas‟adi gadai ialah sebuah akad utang-
piutang yang disertai dengan jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut 
marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahi.16   
Pengertian Gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) pasal 1150 
Gadai adalah: 
”Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu 
barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau 
orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan 
hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari 
kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda”.17  
 
Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, 
yaitu: 
a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasan atas barang gadai kepada 
kreditur pemegang gadai; 
                                                           
13Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 12 ( Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), h. 139.  
14
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 
2016), h. 90. 
15
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru alagesindo, 1994), h. 295.  
16Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 175.  
17Niniek Suparni, KUH Perdata (Cet. IV, Jakarta:PT Rienka Cipta, 2005), h. 290.   




b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur; 
c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh 
maupun tidak bertubuh; 
d. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang 
gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainya”.18 
KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi 
kenikmatan dan hak kebendan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendan 
yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, 
benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda 
tidakbergerak.19 
Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu 
barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh 
seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian 
hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus 
didahulukan. Hak gadai “diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah 
barang yang digadaikan, yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang 
gadai”.20 
Hak gadai yang definisinya diberikan, adalah “sebuah hak atas benda 
bergerak milik orang lain”,8 yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada 
orang yang berhak gadai itu (disebut: penerima gadai atau pemegang gadai) 
                                                           
18Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan(Semarang: Fakultas Hukum Undip, 
2003).  
19Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, h.12.  
20Eliset Sulisteni, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata, h. 159.  




manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu 
jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu 
ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya. 
Pada umumnya masyarakat memahami gadai sebagai barang jaminan atas 
utang. Dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu 
membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu 
melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi 
pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya. 
 Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (rahn) sebagai 
berikut:21  
1. Ulama Syafi‟iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan 
definisi gadai (rahn) sebagai berikut: 
“Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, 
dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut 
ketika pelunasannya mengalami kesulitan”. 
 
2. Ulama Hanafiah dikutip oleh Sayid Sabiq memberikan definisi gadai (rahn) 
sebagai berikut: 
“Sesungguhnya gadai (rahn) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai 
harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan untuk utang, dengan 
ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil 
sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”. 
3. Ulama Hanabilah memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut: 
“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa 
dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya 
dari orang yang berutang”. 
4. Ulama Malikiyah memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut: 
“Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari    pemiliknya 
sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.22  
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama mazhab 
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tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat 
perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (rahn). Dari definisi yang 
dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah 
menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa 
apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar 
dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam ar-rahn. 
 
Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah 
utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila 
kurang darijumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar 
utang tersebut terbayar lunas.23 
Dari pengertian gadai (rahn) tersebut, maka tampak bahwa fungsi dari 
akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah 
untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan 
uang yang dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu 
kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh 
mu‟amalah akad ini merupakan “akad tabarru atau akad tolong menolong yang 
tidak mewajibkan imbalan”.24 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menurut 
hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang-piutang 
dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara sebagai jaminan untuk 
menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si 
peminjam kepada pihak yang diberikan pinjaman.   
 
Dasar Hukum Gadai 
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Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkan praktek hutang 
piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur‟an, Hadits 
Rasulullah Saw, ijma‟ Ulama, yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Al-Qur‟an 
QS Al-Baqarah/: 283. Yang digunakan sebagai dasar dalam membangun 
konsep gadai adalah sebagai berikut: 
                       
                             
                            
 
Terjemahnya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.25 
Pengertian yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah Swt 
memerintahkan pada seorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan 
orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang 
berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai 
jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang 
mengutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan, 
menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagaai jaminan 
hutangnya tersebut. Hal ini untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam 
perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian 
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tersebut. Dengan demikian, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang 
baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim adalah “adanya suatu 
barang yang bernilai menurut pandangan syara‟ yang dijadikan sebagai jaminan 
hutang”.26 
2. Hadits  
 Hadits Nabi Muhammad Saw. Dasar Hukum yang dijadikan rujukan 
dalam membuat rumusan gadai, antara lain: 
Hadits Aisyah r.a 
 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَعاَعَط ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو  
 ًْعرِد ُهَنَهَرَو اًم ديِدَح  ٍ   
Artinya: 
“Dari Aisyah bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu 
satu baju perang yang terbuat dari besi beliau” .   
Hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi Saw menunjukkan bahwa gadai 
(rahn) tidak terbatas dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di 
rumah.27 
3. Ijma‟ Ulama 
Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal yang dimaksud, 
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang menggadaikan baju 
besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga 
mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw, yang tidak mau 
memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga 
yang diberikan Nabi Muhammad Saw kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan 
praktik hutang piutang dengan jaminan gadai (rahn) seperti timbulnya persoalan 
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tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan 
(marhun) selama berada pada pihak yang memberi piutang (murtahin). Oleh 
karena itu, para fuqoha‟ berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang 
piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini 
dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat 
unsur-unsur yang menimbulkan kemudaratan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan hasil ijtihad para fuqoha‟, antara 
lain tentang rukun dan syarat-syaratdalam perjanjian hutang piutang dengan 
jaminan (gadai).28    
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya 
dikemukakan sebagai berikut: 
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang 
rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSN-
MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.29 
 
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
a. Pasal 1150, yang berisi: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatubarang bergerak, 
yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai 
jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur 
untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului 
kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai 
pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, 
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dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu 
sebagai gadai dan yang harus didahulukan.30 
b. Pasal 1151, yang berisi: 
Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk 
membuktikan perjanjian pokoknya.31 
 
c. Pasal 1152, yang berisi: 
Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa 
timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau 
orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak 
kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang 
gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, 
maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea 
kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak 
pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak 
bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, 
tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang 
itu untuk menuntutnya kembali.32 
B. Rukun dan Syarat Gadai 
  Gadai memiliki empat unsur, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun 
bih, Rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang 
menerima gadai, marhun (rahn) adalah harta yang digadaikan untuk menjamin 
utang, marhun bih adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, 
Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada 
pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu rahin dan murtahin. 
Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan 
bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh rahin dan 
murtahin.33 
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1. Rukun Gadai 
Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu: 
a. Aqid ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu rahin dan 
murtahin. 
b. Shighat yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara rahin dan 
murtahin) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad. 
c. Marhun yaitu barang yang dijaminkan (digadaikan), dan 
d. Marhun bih yaitu dana atau utang yang diperoleh rahin (pemberi gadai) dari 
murtahin (penerima gadai). 
2. Syarat-Syarat Gadai 
Syarat-syarat gadai antara lain:  
a. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa 
pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai 
dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.  
b. Sighat, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari  
salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam  
mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak 
yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat sighat tidak  
boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.  
c. Utang (marhun bih)  
 Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa:  
1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada  
pihak yang memberi piutang;  
2. Merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak 
sah;  
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.  




d. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau 
wakilnya, sebagai jaminan utang (barang gadai).  
Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai 
adalah syarat yang berlaku  pada barang yang dapat diperjual belikan, yang 
ketentuannya adalah:  
1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam;  
2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya 
utangnya;  
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);  
4. Agunan itu milik sah debitur;  
5. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain,  baik 
sebagian maupun seluruhnya);  
6. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;  
7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun  
manfaatnya.34 
Aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang barang yang digadaikan  
bahwa gadai dapat dilakukan pada semua barang, pada berbagai macam jual beli, 
kecuali jual beli mata uang asing (sharf) dan pokok modal.  Dapat disimpulkan 
bahwa “barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa  diserahterimakan 
setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (rahin) dan  penerima gadai 
(murtahin)”.35 
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Menurut golongan Malikiyah mengemukakan bahwa syarat yang harus 
dipenuhi dalam praktek gadai antara lain: 36 
1. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan  akad 
(rahin dan murtahin),  
Perjanjian hutang pihutang dengan jaminan dianggap sah jika subjeknya 
memenuhi syarat yang sesuai dengan tindakan hukum, seperti jual beli, sewa 
menyewa, dan lain-lain. Setiap orang mampu melakukan akad jual beli secara sah 
dan benar, transaksi akan dianggap sah apabila dalam perjanjian hutang piutang 
terdapat barang jaminan (gadai), oleh karena itu syarat yang berlaku dalam jual  
beli sama dengan syarat-syarat yang terjadi dalam perjanjian hutang piutang  
dengan jaminan (gadai).  
Syarat-syarat hutang piutang dengan jaminan (gadai) adalah mumayyiz  
dan berakal sehat. Anak kecil yang belum  mumayyiz ataupun orang yang lemah 
akalnya, apabila akan melakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan  
(gadai) maka harus sepengetahuan walinya.  
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang jaminan (marhun),  
Syarat barang yang  boleh dijadikan jaminan hutang, seperti dalam 
transaksi jual beli antara lain barang yang boleh (sah) dijadikan objek jual beli, 
diperbolehkan juga sebagai jaminan hutang piutang dengan jaminan (gadai), 
begitu pula sebaliknya. Oleh  karena itu tidak diperbolehkan memberikan jaminan 
hutang dalam wujud barang najis  seperti anjing, babi, dan lain-lain. Dan juga 
tidak diperbolehkan menjadikan barang jaminan yang belum jelas wujudnya 
seperti anak binatang yang masih  dalam kandungan  induknya, buah-buahan yang 
belum masak (belum jelas hasilnya). 
3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hutang piutang dengan jaminan.  
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Hutang disyaratkan sudah jelas dan tetap, baik hutang tersebut dilakukan 
atau diberikan seketika ataupun pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, 
hutang dianggap sah apabila seorang mengadakan akad perjanjian hutang piutang 
dengan jaminan pada mengupahnya yang pemberian upah dari seseorang kepada 
orang lain atas jasa yang diberikan.  
4. Syarat yang berhubungan dengan transaksi (akad),  
Akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak ditetapkan 
suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad perjanjian hutang piutang 
dengan jaminan  (gadai) itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian hutang piutang 
dengan jaminan (gadai)  menghendaki apabila barang jaminan telah diberikan 
kepada pihak pemberi hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang 
jaminan harus dijual. 
Menurut golongan Hanafiah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga macam, yaitu :37  
1. Syarat terjadinya hutang piutang dengan jaminan (gadai) yaitu suatu yang 
dijadikan jaminan dalam bentuk barang yang bernilai menurut syarat dan 
hutang benar-benar telah diterima oleh pihak yang berhutang dengan jaminan 
(gadai) sebagai ganti dari barang jaminan.  
2. Syarat sahnya atau diperbolehkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan 
(gadai) ada tiga macam, yaitu :  
a. Berkaitan dengan akad, ada dua macam, yaitu :  
1) Hendaknya syarat tidak berkaitan dengan akad,  
2) Tidak disandarkan pada waktu tertentu. 
b. Berkaitan dengan jaminan (gadai) ada lima macam, yaitu :  
1) Barang jaminan harus jelas (tertentu),  
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2) Barang jaminan berada dalam kekuasaan pihak pemberi piutang degan 
jaminan (murtahin) setelah ia terima,  
3) Barang jaminan (gadai) terlepas dengan pihak rahin (pihak yang 
berhutang dengan jaminan),  
4) Barang jaminan (gadai) bukan barang najis,  
5) Barang jaminan (gadai) tidak termasuk barang yang tidak bias diambil 
manfaatnya oleh umum (mubahat amah) yang tidak berkaitan dengan 
hak milik seseorang. 
c. Yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (aqid), yaitu berakal 
sehat. 
3. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), yaitu barang jaminan hutang (gadai)  
telah diterima oleh pemberi piutang (murtahin) pihak yang berhutang dengan 
jaminan (rahin) masih diperbolehkan menarik atau mencabut kembali 
perjanjian hutang piutangnya (akad gadainya).38 
Menurut golongan As-Syafi‟iyyah, syarat yang harus dipenuhi dalam 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu: 39 
1. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), artinya barang jaminan telah 
diterima oleh pihak pemberi hutang (murtahin).  
2. Syarat sahnya perjanjian hutang dengan jaminan ada empat macam, yaitu :  
a. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan 
dengan syarat yang dikehendaki oleh akad ketika jatuh tempo karena 
dapat membatalkan perjanjian (akad gadai).  
b. Syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang mengadakan transaksi), 
yaitu rahin dan murtahin yang cakap berbuat hukum dan keduanya 
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sudah baliqh serta berakal. Namun atas pertimbangan tertentu wali 
boleh mengadakan perjanjian  hutang piutang dengan jaminan (gadai) 
terhadap harta anak yang dalam penguasaannya seperti :  
1) Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan, 
2) Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadai) mengandung 
kemaslahatan terhadap anak atau orang. 
c. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (marhun) antara 
lain :  
1) Pihak yang berhutang dengan jaminan (rahin) mempunyai hak kuasa atas 
barang yang dijadikan jaminan hutang (marhun),  
2) Sesuatu yang dijadikan jaminan hutang berupa barang,  
3) Barang yang dijadikan jaminan hutang (marhun) bukan barang yang cepat 
rusak, artinya barang tersebut dimungkinkan rusak setelah jatuh tempo,  
4) Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan hutang adalah barang suci,  
5) Barang yang dijadikan barang jaminan hutang dapat diambil manfaatnya 
menurut syarat meskipun pada saat yang akan datang.  
d. Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menjadi sebab diadakannya 
perjanjian  hutang piutang dengan jaminan (marhun bih) ada empat 
macam, yaitu :  
1) Penyebab diadakannya akad gadai adalah hutang,  
2) Hutang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap, 
3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar. 
4) Hutang itu telah diketahui berupa “benda, jumlah, dan sifatnya”.40 
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 Menurut golongan Hambaliyah, syarat yang harus dipenuhi dalam 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu:41 
1. Syarat tetap (mengikat), yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang telah 
diterima oleh pihak yang memberi piutang. 
2. Syarat sahnya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terdapat 
empat macam, yaitu :  
a. Syarat yang berkaitan dengan akad,  
b. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad,  
c. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (marhun), 
d. Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menyebabkan dilakukannya 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (marhun bih).  
Dari pendapat beberapa ulama tersebut, pada dasarnya pendapat mereka 
memiliki kecenderungan yang sama artinya pendapat mereka tentang syarat-syarat 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) dan tentang syarat bagi aqid 
(rahin dan murtahin), marhun (barang jaminan), hutang (marhun bih), akad 
(marhun alaih).  
Akan tetapi diantara beberapa pendapat yang ada di atas, pendapat dari 
golongan As-Syafi‟iyyah-lah yang “memberikan syarat-syarat perjanjian hutang 
piutang dengan jaminan yang lebih terperinci dan lebih sempurna”.42 
C. Berbagai Persoalan Terkait Gadai 
1. Hukum-hukum gadai dan Dampaknya 
a) Hukum Gadai 
Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai  (rahn): 
a. Hukum gadai (rahn) yang shahih; 
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b. Hukum gadai (rahn) yang ghair shahih. 
 Gadai (rahn) yang shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya 
terpenuhi. Sedangkan, gadai (rahn) yang ghair shahih adalah akad gadai yang 
akad-akadnya tidak terpenuhi. Di kalangan Hanafiah, ghair shahih itu terbagi atas 
duabagian:43 
1. batil, dan 
2. fasid. 
Akad yang batil adalah akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad, 
misalnya hilangnya kecakapan (ahliyatul ada‟) pelaku akad (rahin dan murtahin) 
misalnya gila atau idiot, atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang 
digadaikan (marhun) tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan fasid adalah 
suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang 
digadaikan ada sangkutan dengan barang yang lain, atau barag yang digadaikan 
itu masih ditangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, 
menurut riwayat yang zhahir dari Hanafiah, gadai sah dengan barang yang dijual 
sebelum diterima oleh pembeli. 
Sedangkan menurut selain Hanafiah, akad ghair shahih itu hanya satu 
macam, yaitu batil atau fasid. Baik batil maupun fasid keduanya mempunyai arti 
yang sama, yaitu setiap akad yang syarat-syarat akad yang shahih tidak terpenuhi. 
a. Hukum Gadai yang Shahih 
Akad gadai mengikat bagi  rahin, bukan bagi murtahin. Oleh karena itu, 
rahin tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad 
jaminan (borg) atas utang. Sebaliknya murtahin berhak untuk membatalkan akad 
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gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad karena akad tersebut untuk 
kepentingannya.44 
Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiah, Syafi‟iyah, dan 
Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila 
borg telah diserahkan. Sebelum borg diterima oleh murtahin maka rahin berhak 
untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasannya seperti telah 
dikemukakan di muka adalah Surah Al-Baqarah/2:283. 
 
                   
 
Terjemahnya: 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang   
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang)”.45 
 Kata rihanun adalah mashdar yang disertai fa‟a sebagai jawab syarat 
mengandung arti amar (perintah), yakni farhanu (maka gadaikanlah).perintah 
terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (maqbudah) 
menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan 
pengertian tersebut akad gadai belum mengikat (lazim) kecuali setelah diterima 
(qabdh). 
 Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (lazim) dengan terjadinya ijab 
dan  qabul, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (qabdh). Dengan 
demikian apabila ijab dan qabul telah dilaksanakan maka akad langsung 
mengikat, dan rahin dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian (borg) kepada 
murtahin. Alasannya, seperti telah dikemukakan di muka adalah men-qiyas-kan 
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akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dengan telah dinyatakannya ijab 
dan qabul, berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah/5:1. 
 
               
 
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”46 
b. Hukum Gadai yang Fasid  
 Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih, baik 
fasid maupun batil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan 
barang yang digadaikan. Dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk 
menahan borg, dan rahin berhak meminta kembali barang yang digadaikannya. 
Apabila murtahin menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka 
murtahin dianggap sebagai ghasib, dan ia harus mengganti kerugian dengan 
barang yang sama apabila mal nya termasuk mal qimi.  
 Apabila rahin meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka 
murtahin dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada 
kreditor yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang shahih. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyah. Menurut Syafi‟iyah dan 
Hanabilah, hukum akad gadai yang fasid sama dengan akad yang shahih dalam 
hal ada dan tidak adanya dhaman (tanggung jawab). Hal tersebut dikarenakan 
apabila suatu akad yang shahih menghendaki adanya pergantian (dhaman) setelah 
terjadinya penyerahan, apalagi dalam akad yang fasid. Apabila dalam akad yang 
shahih murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya borg yang bukan karena 
kelalaian atau keteledorannya, maka demikian pula halnya dalam akad gadai yang 
fasid.  
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b. Akibat-akibat Hukum Gadai (rahn) 
Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang 
digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut:47 
a. Adanya hubungan antara utang dengan borg 
 Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan (borg), bukan 
utang-utang yang lain. 
b. Hak untuk menahan borg  
Adanya hubungan antara utang dan borg memberikan hak kepada 
murtahin untuk menahan borg ditangannya atau ditangan orang lain yang 
disepakati bersama yang disebut dengan „adl dengan tujuan untuk mengamankan 
utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka borg bisa dijual untuk membayar 
utang. 
c. Menjaga borg  
Dengan adanya hak menahan borg, maka murtahin wajib menjaga borg 
tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena borg tersebut merupakan 
titipan dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantunya 
yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga borg tersebut. 
2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai 
1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai48 
Hak penerima gadai (murtahin), antara lain: 
a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta 
benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman 
(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.‟ 
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b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun). 
c.  Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 
menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai 
(rahin). 
Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus 
dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut : 
1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta 
benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya. 
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai 
sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. 
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 
Hak pemberi gadai (rahin) antara lain : 
a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta benda 
yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya. 
b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau 
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh 
kelalaian penerima gadai. 
c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai 
sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-baiaya lainnya. 
d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila 
penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaiannya. 
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka muncullah kewajiban 
yang harus dipenuhi, yaitu : 




1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk 
biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 
gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi 
gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya. 
3. Berakhirnya Akad Gadai 
Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:49 
1. Diserahkannya borg kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain 
Syafi‟iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya borg kepada 
pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap 
utang. Apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak 
berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir. 
2. Utang telah dilunasi seluruhnya. 
3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak 
mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg. 
Apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang 
menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan telah dilunasinya utang 
tersebut, maka akad gadai tetap berlaku dan tidak batal. 
4. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, 
termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain). 
5. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa 
persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai 
tetap berlaku dan tidak batal. 
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6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg 
diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada‟, seperti pailit, gila, 
atau sakit keras yang membawa kepada kematian. 
7. Rusaknya borg (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa 
akad gadai dapat dihapus karena rusaknya borg (barang yang digadaikan). 
8. Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. 
Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, 
atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka 
akad gadai menjadi berakhir. 
 
4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai 
Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan ulama 
berbeda pendapat. Diantaranya pendapat jumhur ulama dan Ahmad. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu 
manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena 
hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila 
dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah Saw bersabda: 
 
ًاِبر َوُه َف ,ًةَعَف ْ نَم َّرَج  ضْر َق ُّلُك 
Artinya: 
“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat 
Haris bin Abi Usamah). 
 
Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan 
pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut: 
1. Pendapat Ulama Syafi‟iyah 




Menurut ulama Syafi‟iyah, seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo 
dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai “hak atas manfaat harta benda gadai 
(marhun) adalah pemberi gadai (rahin) walaupun marhun itu berada di bawah 
kekuasaan penerima gadai (murtahin)”.50 
Dasar hukum hal dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad saw. Sebagai 
berikut: 
a. Hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: 
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasannnya Rasullullah saw. Bersabda: 
Barang jaminan itu dapat diperah susunya dan boleh 
ditunggangi/dikendarai.”51 
Menurut Syafi‟iyah, dari hadis tersebut rahin boleh mengambil manfaat 
atas barang gadai, asal tidak mengurangi nilai marhun (borg). Misalnya, 
menggunakan kendaraan yang menjadi borg untuk mengangkut barang. Hal itu 
karena “manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, 
dan tidak ada kaitannya dengan utang”.52 
b. Hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: 
Dari Abi Huraira Nabi Muhammad saw. Bersabda: ”Barang gadai tidak 
boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan 
dan biayanya”.53 
Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa marhun itu hanya 
sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap 
melekat pada rahin. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari marhun itu tetap 
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berada pada rahin kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan kepada 
murtahin. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan marhun oleh 
murtahin yang mengakibatkan turun kualitas marhun tidak dibolehkan kecuali 
diizinkan oleh rahin. 
2. Pendapat Ulama Malikiyah 
Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad 
Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (murtahin) hanya dapat 
memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan 
persyaratan berikut : 
a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu 
terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian 
orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya 
maka hal ini diperbolehkan. 
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian 
diperuntukkan pada dirinya. 
c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan “harus ditentukan 
apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal”.54 
3. Pendapat Ulama Hanabilah 
Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk 
mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah: 
a. Ada izin dari pemilik barang, 
b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan.  
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Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan 
tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Hal ini 
berdasarkan hadis Nabi saw.: 
“Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. 
Susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. 
Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi 
nafkah. (HR. Al-Bukhari).55 
Hadist Nabi Muhammad saw, tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan 
murtahin mengambil manfaat dari barang gadai (marhun). Kebolehan murtahin 
memanfatkan harta benda gadai atas seizin pihak rahin, dan nilai pemanfatannya 
harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun 
didasarkan atas hadist Nabi Muhammad saw sebelumnya. 
4. Pendapat Ulama Hanafiyah 
Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfatan barang 
gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurutnya, sesuai 
dengan fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan 
kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak 
dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan 
manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk 
pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah 
pihak, terutama bagi pemberi gadai (rahin)”.56 
 
Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak 
diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang 
memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang 
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mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan adalah hewan 
ternak yang bisa diambil susunya. “Pemilik barang memberikan izin untuk 
memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya”.57 
Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan tersebut mempunyai 
dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, 
pendapat Muhammad dan Sholikul Hadi mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap 
menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu 
fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi 
penerima gadai (murtahin) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh 
penerima gadai (murtahin). Namun, bila rahin ingin memanfaatkan marhun harus 
seizin murtahin. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 
pemanfaatan marhun berada pada murtahin selama utang rahin belum dilunasi 
kepada murtahin. Dari pendapat Muhammad dan Sholikul Hadi tersebut, yang 
menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya “baik 
gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah, kebun maupun yang 
lainnya”.58 
 
5. Penyelesaian Gadai 
Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai 
tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan “apabila 
rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka 
marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada 
kemungkinan bahwa pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang 
harga marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin yang harus dibayar, yang 
mengakibatkan ruginya murtahin, sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa harga 
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marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar 
jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan 
pihak rahin. 
Adanya syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai 
itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. 
Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum 
membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelian boleh 
murtahin sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada 
waktu itu dari penjualan marrhun tersebut, hak murtahin hanyalah sebesar 
piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah 
utang, sisanya dikembalikan kepada rahin, apabila sebaliknya, harga penjualan 
marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran 
kekuranngannya.59 
6. Riba dalam Gadai 
 Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja 
dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad 
gadai pemanfaatan barang gadaian di ambil sepenuhnya oleh penerima gadai 
(murtahin), padahal dalam Islam pemberi gadai tidak dibenarkan untuk 
memanfaatkan barang gadaian, Sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang 
gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik 
pihak orang yang berhutang, sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya 
berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang 
dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Dengan demikian, pemberi hutang 
tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik 
barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-
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nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu 










Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.61 Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk 
menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat 
dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk 
melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, 
diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan 
tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian 
merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk 
mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan 
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pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi 
motivasi untuk melakukan penelitian. 
Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis data yang tepat, serta dapat 
mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulisan dan 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan 
valid mengenai praktek Appita‟galak Tana di Desa Julukanaya Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa. 
Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dimaksud adalah suatu cara penelitian untuk memahami 
dan mengetahui secara teoritis permasalahan yang akan diuraikan dalam skripsi 
ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Pendekatan sosial/sosiologis, yaitu pendekatan melalui sosial kemasyarakatan 
dan tingkah laku yang dilakukan dengan mengamati fenomena sosial 
masyarakat. 
2. Pendekatan syar‟i, yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada 
hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.  
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
40 




 Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 
secara langsung.62 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
pemerintah, warga, dan tokoh masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan 
Pallangga kabupaten gowa. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah yang sumber data yang  dapat dijadikan sebagai 
pendukung data pokok, adau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang 
mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat 
memperkuat data pokok.63 Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi 
sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang 
berkaitan dengan tema penelitian. 
D. Metode  Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penelitian ini maka 
penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan 
data yang dihimpun oleh penulis yaitu: 
1. Riset Lapangan  
 Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, 
seperti: 
a. Observasi 
 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 
pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran .64 
Metode ini juga biasa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data 
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sistematik fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh 
data tengtang Praktek Appita‟galak Tana yang dilakukan oleh warga Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.   
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara (Interview) adalah suatu proses tanya jawab secara lisan 
dengan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat 
yang lain dan mendengarkan secara langsung. Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman 
agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden 
dari pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), dan sebagai 
informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak pemerintah agar 
wawancara ini lebih kuat. 
c. Dokumentasi 
 Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah dan 
jenis karya tulis, agenda dan sebagainya. 65 Dalam skripsi ini penulis mengambil 
dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian. 
2. Riset Kepustakaan  
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku 
literatur dan hasil penelitian yang mempunysi relevansi dengan masalah yang 
akan dibahas dalam skripsi ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data. Adapun alat-alat 
yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informasi yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
3. Dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 





F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan Data 
 Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang 
digunakan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data 
lapangan (data mentah) dan data jadi. Data lapangan (data mentah) merupakan 
data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini 
adalah berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan 
tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek 
penelitian. Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi 
mendeskripsikan suatu hal, benda, maupun kejadian saat observasi maupun saat 
pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data tersebut baru bisa diolah serta 
disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif terkait dengan penelitian 
Praktek Appita‟galak Tana dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Julukanaya 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
2. Analisis Data 




Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu dengan menghubungkan dan menafsirkan hasil data kemudian 
memberi kesimpulan induktif berdasarkan/berkenaan dengan kualitas atau mutu. 
Analisis ini juga disebut dengan analisis data kualitatif, yaitu setelah data 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Desa Julukanaya 
1. Kondisi Geografis 
a. Letak dan Batas Desa Julukanaya 
Desa  Julukanaya  yang  merupakan  salah  satu  Desa  di  Kecamatan  
Pallangga  pada 119⁰27‟31.82”E‟  Bujur  Timur   Dan  5⁰16‟37.58”S  Lintang  
selatan.  iklim  Desa Julukanaya sama dengan keadaan  iklim desa lainnya di 
Kabupaten Gowa khususnya desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pallangga, 
dimana setiap tahun terjadi 3 (tiga) musim, yaitu : Musim pancaroba terjadi  pada 
Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei, Musim kemarau terjadi pada Bulan  Juni  
sampai  dengan  Bulan  September  dan  Musim  hujan  terjadi   pada   Bulan  
Oktober sampai Bulan Pebruari dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun 
sekitar 400 mm dan suhu udara antara 20℃ – 35℃.Desa  Julukanaya  yang  
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terletak  di  Kecamtan  Pallangga  ini  dengan  batas-batas  wilayah administratif 
sebagai berikut : 
-  Sebelah Utara    :   Berbatasan dengan  Desa Julubori Kecamatan Pallangga 
-  Sebelah Timur   :   Berbatasan dengan Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 
-  Sebelah selatan  :   Berbatasan dengan  Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng 
-  Sebelah Barat     :   Berbatasan dengan Panakkukang Kecamatan Pallangga67 
b. Luas Wilayah 
Wilayah  Administrasi  Desa  Julukanaya  terbagi  atas  4  Dusun,  dengan  
luas wilayah    = 308 Ha/ 3,08 𝑲𝑴𝟐 
Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan: 
a.  Lahan pertanian sawah    :  129,93 Ha 
b.  Lahan pertanian nonsawah  :   64,86  Ha 
c.  Lahan nonpertanian    :  113,21 Ha 
Wilayah Desa Julukanaya terbagi empat (4 ) Dusun yaitu : 
1.  Dusun Cambaya 
2.  Dusun Biringbalang 
3.  Dusun Pancana 
4.  Dusun Tabbanga 
Wilayah Dusun terbagi RW dan RT yakni : 
1. Dusun Cambaya terbagi Tiga (3) RW dan enam (6) RT 
2. Dusun Biringbalang terbagi Tiga (3) RW dan enam (6) RT 
3. Dusun Pancana terbagi Tiga (3) RW dan enam (6) RT 
4.  Dusun Tabbanga terbagi dua (2) RW dan Empat (4) RT68 
c. Struktur Organisasi 
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 Sumber Data Desa Julukanaya, Profil Desa Julukanaya (2018), hal. 3.  
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Dalam struktur pemerintahan di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa di pimpin oleh Kepala Desa , dalam menjalankan pemerintahan 
Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan (Kaur) , 3 Kasi dan 4 
orang Kepala Dusun. Adapun susunan pemerintahan Desa Julukanaya tahun 2018 
sebagai berikut: 
Tabel 1 
Struktur Pemerintahan pada tahun 201769 
.  . 
 
2. Kondisi Demografis 
a. Jumlah Penduduk 
                                                           
69 Sumber Data Desa Julukanaya, Profil Desa Julukanaya (2018), hal. 13. 
No. Jabatan Nama 
1  Kepala Desa Muh. Ilyas Gau 
2 Sekretaris Desa Abd. Rahman Buang 
3 Kasi Pemerintahan St. Marawiyah 
4 Kasi Kesra Ita Purnama sari 
5 Kasi pembangunan Muh. Taufik 
6 Kaur Umum  Kasmawati 
7 Kaur Keuangan Hendra 
8 Kaur Administrasi Nirsam, S. Si 
9 KepDus Cambaya Abd. Kadir 
10 KepDus Biring Balang Saparuddin 
11 KepDus Pancana M. Basir R 
12 KepDus Tabbanga Arsyad Raga 




Desa  Julukanaya  memiliki  jumlah  penduduk  sekitar  5062 jiwa,  yang  
terdiri dari 2547 jiwa laki-laki dan 2515 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala 
Keluarga (KK)  sebanyak  “1434  KK”,70 untuk  lebih  jelasnya  dipaparkan  
dalam  tabel  halaman selanjutnya: 
Tabel 271 
Jumlah Penduduk Desa Julukanaya menurut Jenis Kelamin 
Nama Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah  Jumlah KK 
Cambaya 641 657 1298 364 
Biring Balang 777 815 1592 475 
Pancana 707 635 1342 365 
Tabbanga 422 408 830 230 
Jumlah 2547 2515 5062 1434 
 
 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 5062 
jiwa yang terdiri dari 2547 jiwa laki-laki dan 2515 jiwa perempuan, hal ini 
menunjukkan bahwa  jumlah  penduduk  laki-laki  lebih  banyak  dibandingkan  
perempuan.  Jumlah penduduk  tersebut  merupakan  penduduk  dengan  usia  0-
90  tahun  yang merupakan penduduk yang sudah nikah dan juga belum nikah. 
b. Mata Pencaharian 
 Berdasarkan data penduduk yang ada, mata pencaharian utama masyarakat 
di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah bertani, 
khususnya pertanian tanaman pangan dan holtikultura diikuti dengan jualan dan 
buruh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Mata Pencaharian Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Dusun di 












1 Petani 357 361 292 70 1080 
2 Buruh Tani 212 236 198 162 808 
3 Pegawai Negeri 
Sipil 
10 7 12 3 32 
4 Polri 1 2 1 1 5 
5 TNI 3 2 1 3 9 
6 Karyawan Swasta 58 109 113 33 313 
7 Pensiunan Vetran 
RI 
6 5 4 0 15 
8 Tenaga Honorer 12 15 9 5 41 
9 Pedagang 8 6 8 4 26 
10 Tukang Batu 28 32 24 22 106 
11 Tukang Kayu 1 1 1 0 3 
12 Tukang 
Servis/Bengkel 
1 2 4 1 8 
13 Tukang las 3 3 0 0 6 
14 Kios Barang 
Campuran 
14 12 7 4 37 
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15 Warung Kopi 4 2 2 0 8 




0 0 0 0 0 
18 Pembuatan Batu 
Merah 
34 23 0 5 62 
19 Pembuatan Tahu 
Tempe 




1 1 2 1 5 
21 Belum Bekerja 324 442 372 381 1567 
 Jumlah 5052 
c. Pendidikan 
 Penduduk Desa Julukanaya sangat memperhatikan untuk masa depan 
anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil 
menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA, baik yang umum maupun yang 
bersifat keagamaan seperti pondok pesantren dan kemudian melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi. 
Tabel 4 





Tidak Pernah Sekolah 132 209 148 99 
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Tidak Tamat SD/MI 98 79 167 118 
Masih SD/MI 132 164 177 87 
Tamat SD 255 444 284 200 
Masih SMP/ Sederajat 76 71 55 48 
TAMAT SMP 268 245 182 101 
MASIH 
SMA/Sederajat 
44 53 71 32 
TAMAT SMA 202 248 197 111 
Diploma 6 4 8 3 
S1 91 66 55 30 
S2 1 1 0 0 
Total 1305 1584 1344 829 
d. Agama 
Masyarakat Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
`rata-rata beragama Islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang 
paham tentang hukum-hukum tetang Islam, karena ajaran nenek moyang mereka 
masih melekat dalam kesehariannya. 
B. Praktik Pelaksanaan Apptita’galak Tana (Gadai Sawah) di Desa 
Julukanaya Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa 
1. Pengertian Appita’galak Tana 
Masyarakat Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di 
samping sebagai petani mereka juga sebagai pedagang dan pegawai, namun dalam 
hal keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk menyekolahkan anaknya, 
menikahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa 




menggadaikan sawahnya, sawah yang digadaikan terebut adalah tanah milik 
sendiri.74  
 Masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
menyebut gadai sawah dengan Appita‟galak Tana yaitu  suatu transaksi  yang 
sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Julukanaya dengan datangnya si 
penggadai untuk meminjam uang kepada si penerima gadai dengan memberikan 
jaminan berupa sawah produktif kepada si penerima gadai tanpa adanya batas 
waktu yang ditentukan. Orang yang melakukan gadai di sebut Tau Pita‟galak dan 
penerima gadai di sebut Tau Anna‟galak.75 
 Setiap tahun masyarakat menggarap sawah 2-3 kali dalam setahun . pada 
masyarakat ini, seringkali terjadi transaksi utang piutang yang mana sawah yang 
dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Transaksi inilah yang 
dinamakan Appita‟galak Tana.  
 Adapun mengenai batas waktu pengembalian utang, pada masyarakat ini 
tidak ada batas waktu yang ditentukan, asal si penggadai sudah mempunyai uang 
untuk menebus utangnya/membayar utangnya maka sawah yang menjadi jaminan 
akan dikembalikan kepada pemiliknya. Di sisi lain,  sawah yang menjadi jaminan 
tersebut masih dalam penggarapan si penerima gadai sampai penggadai melunasi 
utangnya, hal ini bisa terjadi sampai 5 tahun bahkan sampai berpuluh-puluh 
tahun.76 
Tabel 5 
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1 Daeng Lall Nurdin  Sawah 5 Juta 2008 
2 Saadiah Junaedah  Sawah 15 Juta 2015 
3 Daeng Kanang Hawaliah  Sawah 5 Juta 2000 
4 Mo‟mina  Daeng So‟na Sawah 10 Juta 2006 
5 Daeng So‟na Norma Sawah 15 Juta 2016 
6 Juniama Daeng Lu‟mu Sawah 5 Juta 2015 
7 Syamsiah Daeng Ngawing Sawah  17 Juta 2016 
8 Daeng Bulang Daeng Ni‟ning Sawah 10 Juta 2016 
9 Daeng Sunggu Bunga‟ Sawah 19 Juta 2011 
10 Dg Ngawing Daeng Tanang Sawah 5 Juta 2011 
2. Proses Terjadinya Appita’galak Tana  (Gadai Sawah) 
 Semua manusia pasti memerlukan manusia lain, sebab manusia bukan 
merupakan makhluk individu tetapi manusi adalah makhluk sosial yang harus 
bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya, sebab mereka saling 
membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka 
dengan demikian terjadi muamalah seperti adanya praktik gadai (Appita‟galak 
Tana). 
 Dalam praktik Appita‟galak Tana di Desa Julukanaya mula-mula si A 
(rahin) mendatangi si B (murtahin) dengan mengungkapkan maksudnya untuk 
meminjam sejumlah uang, maka dilakukan perjanjian yang mana dalam perjanjian 
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tersebut disebutkan jumlah uang yang akan dipinjamkan beserta tidak ada jangka 
waktu pinjaman.78 
Ibu Mo‟mina Daeng Nginga (penggadai) mengatakan: 
“Saya yang datang ke  rumah penerima gadai. Saya Langsung minta uang, lalu 
saya takarkan sawahku. Saya bilang, 20 juta….. karena saya butuh sekali uang, 
paling kalau  adami uangku kukasi keluarmi itu sawahku”79.  
Bapak Nurdin Daeng Rurung mengatakan: 
 “Tidak ada batas waktu dari gadai sawah yang dilakukan, terserah dari si 
pemilik sawah kapan dia bisa menebus/melunasi sawahnya, tetapi selama sawah 
ini jadi jaminan saya yang berhak untuk menggarap sawah tersebut dan saya 
juga yang mengambil hasil penggarapan sawah itu”80 
 Proses terjadinya akad gadai dilakukan di atas tangan yakni tanpa 
sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi saling percaya diantara kedua 
belah pihak. Biasanya dilakukan di rumah yang menerima gadai, karena biasanya 
penggadai yang mendatangi langsung rumah si penggadai untuk meminjam uang. 
Muh. Ilyas Gau (selaku Kepala Desa Julukanaya) mengungkapkan: 
“Saya kira dari dulu sampai sekarang kalau ada yang ingin melakukan praktik 
appita‟galak tana tidak harus pelaku melapor kepada pemerintah setempat, dan 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa jika ada orang yang ingin 
menggadaikan sawahnya maka si penggadailah yang langsung mendatangi 
rumah penggadai untuk menawarkan sawahnya”.81 
 Sedang dari penerima gadai, penulis memperoleh informasi/data yang bila 
disimpulkan ada dua faktor: 
a. Lingkungan 
 Masyarakat di Desa Julukanaya sudah terbiasa sejak zaman dahulu 
menggadaikan sawah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah 
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menjadi adat kebiaaan karena sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan 
umum bila seseorang menggadaikan sawahnya. 
Ibu Daeng Kanang (penggadai) mengungkapkan: 
“karena biaya sekolah, na kalau butuhmi uang, maumi membayar. Na tidak ada 
musim panen, apalagi pekerjaanku petaniji na tidak adami bapaknya juga. Jadi  
terpaksa kodong di pappita‟gallangi (digadaikan) itu sawah...”82 
 
Ibu Mo‟mina Daeng Nginga (penggadai) mengungkapkan: 
 
“ku gadaikangi sawahku ka mau menikah anakku baru tidak ada skali uang yang 
di pegang, nampa ero‟ tawwa appanaik, jadi terpaksa ku pappita‟gallang mami 
tanangku”.83  
b. Faktor ingin menolong 
Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si penerima gadai (murtahin) 
meminjamkan uangnya kepada si penggadai (rahin). Karena sebagai rasa terima 
kasih rahin kepada murtahin karena telah meminjamkan uang pada rahin 
menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk 
digarap. 
Ibu Junaeda (selaku penerima Gadai) mengungkapkan: 
“kita kalau adaji uang pasti dikasiji pinjam, karena dapatki sede kerja sawah, 
karena tidak matiji uang yang di kasi pinjamnga, bakalan kembaliji”.84 
3. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai 
a. Hak penggadai dan penerima gadai85 
1. Penggadai  
 Setelah penyusun mengadakan wawancara dalam praktik Appita‟galak 
Tana di Desa Julukanaya hak penggadai adalah sebagai berikut: 
a) Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai 
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b) Berhak  untuk  mendapatkan  pengembalian  sawah  yang  digadaikan  
sesudah  ia melunasi pinjaman utangnya. 
2. Penerima Gadai 
a) Memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan  
b) Membuat perjanjian baru dengan orang lain dengan seizin penggadai. 
c) Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama  pinjaman belum dilunasi 
oleh pemberi gadai (rahin). 
b. Kewajibab penggadai dan penerima gadai86 
1. Penggadai 
a) Menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai 
b) Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
2. Penerima gadai 
a) Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi 
Appita‟galak Tana 
b) Mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan jika utang sudah dibayar. 
4. Pemanfaatan Barang Gadai 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pemanfaatan barang 
gadai tanah/sawah pada masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa dilakukan oleh penerima gadai tersebut. Pemanfaatan barang 
gadai yang dilakukan beraneka ragam sesuai dengan keinginan penerima gadai 
dan pemanfaatan tersebut tidak ditulis dalam suatu perjanjian. 
Sesuai dengan pendapat Ibu Hawaliah (selaku penerima gadai): 
 “Sudah jelas kalau kita penerima gadai yang garap sawah gadaian itu, karena 
orang-orang yang menerima gadai pastinya tidak mau meminjamkan uangnya 
secara Cuma-Cuma kalau tidak ada sawah yang akan digarap."87 
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 Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh  orang ketiga atau 
orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil bagi penggarap dengan si 
penerima gadai. Meskipun demikian, kebanyakan sawah yang menjadi jaminan 
tersebut digarap dan dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis melihat pada masyarakat 
khususnya penggadai (rahin) rata-rata mengeluh dengan sawah yang digadaikan 
lantaran sudah mau menggarap sawahnya tetapi belum bisa menebus sawah 
tersebut, padahal sawah gadaian tersebut ada yang sudah 5 tahun bahkan sudah 
berpuluh-tahun, bahkan mereka para penggadai ada yang setiap tahun membeli 
beras lantaran sawah satu-satunya lalu di gadaikan juga, karena mau tidak mau 
sawah tersebut harus digadaikan demi mendapat pinjaman untuk kebutuhan 
tertentu. Seperti, biaya sehari-hari, biaya sekolah, dan juga biaya pernikahan. 
Sesuai dengan pendapat ibu  Daeng Kanang (Penggadai): 
“Awalnya memang sama-sama untungjaki, saya dapat pinjaman uang, dia dapat 
sawah, tetapi lama kelamaan saya merasakan penghasilan saya kurang dari 
kurangnya sawah yang digarap, tapi mauki bagaimana,haruska gadaikan 
sawahku, karena tidak adami suamiku yang mencari nafkah untuk saya dan anak 
saya, mauki tidak gadaikanki, dimanaki mau ambil uang, itu sawahku sudah lebih 
10 tahun di gadaikan, enakki narasa itu yang pegangki sawah karena setiap 
musim panen dapatji hasil, kita kodong setiap hari beliki beras karena itu 
sawahku  tinggal satu-satunya.”88 
Pendapat lain juga datang dari Penggadai yaitu  ibu Mo‟mina, mengatakan: 
“Saya menggadaikan sawah untuk biaya nikah anakku, untuk uang panai, karena 
tidak ada sekali ku pegang uang, baru maumi menikah, jadi terpaksa 
digadaikanki, terus uang panai‟nya dulu itu 20 juta, karena itu waktu masih 
besarki anggarannya uang 20 juta, karena kalau tidak saah tahun 2006 jadi ku 
gadaikan sawahku 10 juta, nakasika lagi pinjaman saudaraku selebihnya, ka di 
tanyaji bilang tidak adami cewek lain itu yang murah-murahya sedikit uang 
panaiknya, nabilang anakku biar lagi ada yang lebih murah ka bukan itu 
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pilihanku, jadi di turuti apa maunya. Sampai sekarang belum ku tebus karena 
belum cukup uang.”89 
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa, hasil dari pemanfaatan barang gadai 
tidak dilakukan bagi hasil antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Hasil 
penggarapan tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai. Bagi hasil hanya 
terjadi jika barang gadai tersebut dalam hal ini sawah dikelola oleh pihak ketiga, 
yaitu hasilnya dibagi antara pengelola dengan penerima gadai sebagai orang yang 
membiayainya. Dan ini terjadi dari tahun ketahun tanpa adanya perubahan sedikit 
pun. 
 Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai sawah yang terjadi pada 
masyarakaat Desa Julukanya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa harus 
ditinjau ulang karena dapat merugikan bagi penggadai (rahin). Demikianlah 
penelitian terhadap pemanfaatan barang gadaian dalam hal sawah sebagai barang 
gadai dalam masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa 
. 
5. Pendapat Kepala Desa, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama, Tokoh 
Pemuda, dan Tokoh Wanita Terhadap Pemanfaatan Barang 
Gadai 
Menurut Kepala Desa Julukanaya (Muh. Iyas Gau‟) berpendapat bahwa 
praktik appita‟galak tana pada masyarakat Desa Julukanaya tidak mendatangkan 
unsur riba dalam pelaksanaan maupun pemanfaatan barang gadaiannya, karena 
masyarakat akan selalu membutuhkan bantuan orang lain pada saat ada salah satu 
dari masyarakat yang kesusahan, dan sawah gadaian tersebut memang seharusnya 
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digarap oleh pemberi utang/penerima gadai, serta tidak ada uang yang berbunga 
pada praktik ini.90 
 Menurut salah satu tokoh agama Desa Julukanaya (Abd. Salam) bahwa 
tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, hal ini 
disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai 
amanat bagi penerimanaya. Hak penerima gadai terhadap barang tersebut hanya 
pada keadaan atau sifat kebendaaannya yang mempunyai nilai , tetapi tidak pada 
pemanfaatan atau pemungutan hasil. 91  
Tetapi berbeda dengan praktik Appita‟galak Tana yang terjadi pada 
masyarakat Desa Julukanaya, barang jaminan tersebut dimanfaatkan sesuai 
dengan keinginan si penerima gadai sehingga menimbulkan ketidakadilan. 
Apalagi hasil pemanfaatan yang melimpah dinikmati oleh si penerima gadai, hal 
ini menambah rasa ketidak adilan bagai si penggadai. Menanggapi permasalahan 
yang terjadi di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Abd. 
Kadir Dg Kila) selaku tokoh masyarakat di Desa Julukanaya dengan tegas 
menyatakan pemanfaatan barang jaminan tanpa izin pemilik maupun adanya izin 
dari pemilik sawah gadaian tersebut hukumnya tidak sah hukumya menurut Islam. 
92
 
 Selain itu adapun tokoh wanita di Desa julukanaya (St. Marawiyah dg 
Ngasseng) menambahkan bahwa praktik Appita‟galak Tana  tersebut terdapat 
unsur riba, karena si penerima gadai mengambil keuntungan dari barang jaminan 
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tersebut, sedangkan si penggadai tidak mendapat apa-apa dari hasil penggarapan 
barang gadaian itu.93 
Menurut tokoh pemuda di Desa Julukanaya (Nirsam, S.Si) berpendapat 
bahwa appita‟galak tana yang sering di lakukan masyarakat setempat bisa di 
katakan riba karena adanya pihak yang dirugikan, memang awalnya sama-sama 
mendapat keuntungan dari praktik ini, akan tetapi setelah bertahun-tahun lamanya 
praktik ini mengakibatkan adanya salah satu pihak yang di rugikan, seperti halnya 
penerima gadai setiap tahun mendapat hasil dari penggarapan sawah gadaian 
tersebut, dan penggadai sudah kurang akan sawah yang akan digarapnya sedang 
penggadai harus mengumpulkan uang untuk menebus utangnya.94 
C. Praktik Appita’galak Tana di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa menurut Hukum Islam 
Gadai merupakan perjanjian akad dalam bermuamalah yang dilakukan 
oleh dua pihak dalam bentuk utang-piutang dengan menyerahkan sesuatu barang 
sebagai jaminan hutang. Perjanjian gadai dibenarkan dalam firman Allah Swt 
dalam surah Al-Baqarah/2:283: 
 
                       
                            
                               
 
Terjemahnya : 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
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dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
Pengertian dalam ayat di atas yaitu barang tanggungan yang dipegang. 
Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat Desa Julukanaya di sebut 
appita‟galak tana. 
 Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam muamalah karena 
adanya salah satu pihak yang bermuamalah melakukan tindakan untuk memenuhi 
kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang 
mendesak. 
 Bila mencermati ayat tersebut di atas, maka illat hukum yang terkandung 
adalah faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai pendapatnya Al-Syaukani yang 
mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan utang piutang dan tidak 
dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannya diadakannya jaminan yang 
dipegang.95 Jadi adanya perjanjian utang piutang karena adanya kebutuhan 
mendesak. 
 Alasan untuk mengadakan perjanjian appita‟galak tana itu lazimnya ialah 
bahwa pemilik tanah butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhannya, 
maka ia dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang untuk 
memenuhi kebutuhannya dengan jalan membuat perjanjian appita‟galak tana. 
 Dari sini dapat dilihat bahwa gadai tanah menurut adat adalah perjanjian 
yang menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang 
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tunai dengan perjanjian bahwa sipemilik tanah akan berhak mendapatkan  
tanahnya dengan jalan membayar hutang dengan sejumlah uang yang sama.96 
 Manusia sebagai makhluk sosial, dan makhluk bermasyarakat, sebagai 
makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara 
satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka 
melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi 
appita‟galak tana /gadai sawah. 
 Transaksi appita‟galak tana di Desa Julukanaya merupakan transaksi yang 
sudah mengakar, sudah berlaku secara turun temurun. Dengan demikian penyusun 
berniat untuk meneliti lebih jauh praktik appita‟galak tana di Desa Julukanaya. 
 Dalam hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak 
dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan 
yakni tatkala seorang sedang dalam perjalanan, bermuamalah secara tunai, 
sementara diantara mereka tidak ada seorang penulis pun, agar supaya ada barang 
tanggungan yang dipegang oleh murtahin sebagai alat pengikat kepercayaan 
diantara mereka. 
 Selain orang dalam perjalanan, orang yang mukmin atau menetap 
diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu 
tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau menetap di Madinah 
kepada seorang Yahudi untuk memberi makanan. Sesuai dengan hadits dari 
Aisyah r.a, sebagai berikut: 
 
 اًماَعَط ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع
 ًْعرِد ُهَنَهَرَو   ديِدَح ْنِما   
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“Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi Saw, menggadaikan sebuah 
baju besi kepada Yahudi”.97 
Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai 
barang berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dapat bepergian. 
Sementara jumhur ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi 
orang-orang yang menetap. 
 Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun pengertian umum oleh 
masyarakat di Desa Julukanaya telah penyusun paparkan pada bab II dan bab di 
atas. Persamaan diantara keduanya terletak pada sebab terjadinya gadai barang 
yang bernilai yaitu pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan. 
Sementara perbedaannya ialah barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan 
kepercayaan ditangan penerima gadai yang berfungsi sebagai jaminan utang jika 
rahin tidak mampu melunasinya. 
 Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai sawah 
baru dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsurnya. Dari hasil penelitian dan 
pengamatan penulis , dalam praktik appita‟galak tana yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Julukanaya bahwa rukun dan syaratnya sudah mendekati 
sempurna, seperti yang sudah dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai 
dalam hukum Islam. meskipun hanya ada sedikit kesamaan pada serah terima 
tanah awah sebagai barang yang digadaikan atau sebagai barang tanggungan dari 
suatu utang. 
 Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya 
menggunakan sertifikat tanah/sawah tersebut pada penerima gadai. Tetapi dalam 
transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa Julukanaya penggadai tidak 
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menyerahkan sertifikat tanah/sawahnya kepada penerima gadai sebagai mana 
seharusnya untuk benda tidak bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka 
hanya saling percaya bahwa tanah/sawah tersebut milik si penggadai bukan milik 
orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan 
transaksi jika sengketa atau masalah dikemudian hari. Jika selisih atau keperluan 
lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya. 
 Meskipun masyarakat di Desa Julukanaya dalam bertransaksi appita‟galak 
tana telah saling percaya. Tetapi penguasaannya itu masih dilaksanakan dan 
dilakukan oleh penerima gadai karena demikian aturan yang berlaku di Desa 
tersebut. 
 Pemanfaatan barang dilakukan sepenuhnya oleh penerima gadai sampai 
utang si penggadai dilunasi. Walaupun bertahun-tahun lamanya kalau memang 
rahin belum mempunyai uang untuk melunasinya, maka pemanfaatan barang 
gadaian tersebut diteruskan sampai penggadai mampu melunasi hutangnya. 
 Hukum Islam menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai 
oleh rahin sebagai pemilik barang, bukan murtahin. Karena akad yang terjadi 
bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang menerima barang dapat 
memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa 
menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya 
berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa hak milik 
suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan (borg) berada pada pihak 
rahin, murtahin tidak bisa mengambil manfaat barang gadai, jika barang gadai 
kecuali diizinkan oleh rahin. 
 Murtahin baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut 
membutuhkan biaya perawatan dan pemeiharaan, sebatas biaya yang di butuhkan 
sebagai mana yang disebutkan oleh Ibnu Qudama dalam al-Mugny-nya, penerima 




gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, 
kecuali dari yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang 
dikeluarkan. 
 Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar 
ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak 
boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada 
riba yang dilarang oleh syariat Islam. 
 Sawah merupakan barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan 
mencangkul, memupuk, penyemprotan, upah buruh dan lain sebagainya. Untuk 
itu tanah/sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. 
sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk 
menjaga agar penerima gadai tidak mengalami kerugian atas barang gadaian itu, 
maka murtahin harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal 
ini rahin sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi solusinya adalah 
bagi hasil atas hasil panen atas sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya 
perawatannya. 
 Namun kebiasaan masyarakat Desa Julukanaya tidak ada sistem bagi hasil 
antara rahin dan  murtahin, semuanya diperuntukkan untuk murtahin, mulai dari 
perawatan, pengelolaan serta memiliki hasilnya. Tapi semua itu adas dasar izin 
kerelaan dari pemberi gadai, karena mau tidak mau mereka harus merelakan 
sawahnya untuk digadaikan demi mendapatkan uang pinjaman. Di Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pemanfaatan barang gadai 
terdapat penyimpanan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
syari‟at Islam. 
 Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pemanfaatan 
sawah sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh murtahin dan bukan oleh rahin. 




hal ini karena pemanfaatan tanah /sawah gadai merupakan kelangsungan atau 
pelaksanaan dari proses akad gadaitanah/sawah. Walaupun tidak disebutkan 
dalam akad gadai diantara keduanyabahwa tanah tersebut akan digarap oleh 
murtahin. Namun dalam hal tersebut merupakan hal yang pasti karena sudah 
menjadi ketentuan di Desa tersebut. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa 
proses akad gadai salah satunya adalah penggarapan sawah oleh murtahin. 
 Menurut pengamatan penulis daya tarik dari appita‟galak tana ini terletak 
pada penggarapan sawah oleh murtahin. Ini pula yang mendorong murtahin 
dengan suka cita ingin membantu rahin, di samping keinginan untuk menolong, 
karena tolong menolong diantara mereka sudah lazim. 
 Faktor ini yang mendasari masyarakat Desa Julukanaya untuk 
mengadakan transaksi appita‟galak tana. Karena tolong menolong dalam hal 
kebaikan merupakan anjuran dari syari‟at Islam. 
 Dalam transaksi appita‟galak tana ini, murtahin mempunyai dua 
keuntungan, uangnya kembali dengan utuh kepadanya bahkan bisa lebih jika 
harga gabah naik. Dia dapat mengolah dan menikmati hasil panen sawah gadaian 
sampai rahin mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan yang 
telah mereka buat. 
 Bagi rahin maupun murtahin, tradisi appita‟galak tana merupakan ajang 
untuk saling tolong menolong dalam bermasyarakat, karena appita‟galak tana 
memiliki nilai sosial yang tinggi. 
 Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus 
dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan. Muamalah juga harus 
dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur 
penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dari kesempitan. Mengenai 
aturan main penduduk Desa Julukanaya dalam hal pemanfaatan sawah gadai ini, 




sejauh pengamatan penulis rahin tidak merasa benar-benar tertolong. Di satu sisi 
rahin tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan sisi lain justru ia semakin 
terpuruk ke dalam kesulitan dimana ia tidak dapat lagi menggarap sawahnya yang 
memberinya pemasukan untuk membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidupnya 
dan untuk melunasi hutangnya. Kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan 
sawah/tanahnya ini dipergunakan untuk modal usaha dan ternyata berhasil. Tetapi, 
jika digunakan untuk keperluan yang tidak bisa dikembangkan, maka sama halnya 
rahin mengganti satu masalah dengan masalah lain. Hal itu dilarang dalam Islam, 
kecuali dalam keadaan darurat yaitu mengganti kesukaran dengan kesukaran yang 
lebih ringan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh. 
 Aturan di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga pada saat rahin 
memutuskan untuk menggadaiakan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi 
gadai dengan murtahin, maka pada saat itu rahin telah merelakan penggarapan 
sawahnya kepada murtahin. Hasil panennya diambil oleh murtahin sampai rahin 
bisa menebus kembali sawahnya, Dalam hukum Islam meminjam uang dengan 
mengambil manfaat dari pinjaman tersebut merupakan sesuatu yang dilarang 
keras oleh syari‟at karena hal tersebut termasuk riba. 
 Dari segi rukun dan syarat sah, sebenarnya telah terpenuhi dan sah 
menurut syara‟, namun baru muncul efek yang dibuat antara rahin dengan 
murtahin yaitu pemanfaatan barang gadai milik rahin kepada murtahin sejak ijab 
dan qabul disepakati. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam syari‟at Islam. 
 Dalam hukum Islam dikatakan bahwa rahin lah yang berhak mengelola 
dan menikmati hasil panennya. Jika murtahin mengelola tanah/sawah gadai 
berdasarkan izin rahin, maka hak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tidak bisa 
diabaikan. 




 Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaann 
dan keikhlasan rahin, tetapi karena pemanfaatan barang tersebut berasal dari 
menghutangkan uang, maka hal ini dapat dikategorikan kepada riba an-nasiah 
yaitu riba yang telah ma‟ruf atau terkenal dikalangan masyarakat jahilia semasa 
lalu dan riba semacam ini dilarang dengan sangat sebagai firman Allah SWT 
dalam surah Al-Baqarah/2:276. 
 
                        
   
Terjemahnya: 
“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak 
menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa”.98 
Kebiasaan masyarakat Desa Julukanaya dalam menggadaikan tanah sawah 
menurut penelitian penulis dengan dikategorikan kepada urf  yang fasid. 
Alasannya karena kebiasaan gadai masyarakat di Desa Julukanaya bertentangan 
dengan nash, baik Al-Qur‟an maupun As-Sunnah. Ada penyimpangan yang tidak 
dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Dimana 
pemanfaatan barang gadaian tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang. 
Hal tersebut riba an-nasiah walaupun dalam transaksi gadai tanah/sawah itu sudah 
ada izin dari rahin. tetapi hukum Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba 
menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan. Berdasarkan firman Allah 
SWT dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah/2:275. 
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                   
                           
                               
                        
     
Terjemahnya:  
“ orang-orang yang Makan (mengambil) riba  tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya”.99 
 
 Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau urf‟ merupakan sumber 
penetapan hukum Islam dengan syarat-syarat nya, yang antara lain tidak 
bertentangan dengan hukum syara‟. Dan sejauh pengamatan penulis, urf‟ yang ada 
di Desa Julukanaya banyak menyimpan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan 
oleh syara‟, mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hal ini adalah sawah 
/tanah. Oleh karena itu, urf‟ ini tidak dapat diberlakukan atau diamalkan karena 
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 Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka 
penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik appita‟galak tana (gadai sawah) yang terjadi di Desa Julukana 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat dijelaskan sebagai berikut 
yaitu dengan datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam 
uang dengan pemberian uang pinjaman dengan jaminan si A 
menyerahkan sawahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia 
melunasi hutangnya dan waktu pengambilan tersebut sesuai dengan akad, 
tetapi biasanya tidak ada batas waktu. Akad semacam ini tentunya bisa 
merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang paling merasa dirugikan 
adalah pihak penggadai (rahin), karena sawah yang dijadikan agunan 
dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin). Tanpa ada 
bagi hasil dengan penggadai (rahin). 
2. Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah sah atau sudah 
 




betul, tetapi pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) 
yang terjadi di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan 
atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah 
digariskan hukum Islam. Jadi kebiasaan yang berlaku bertentangan 
dengan nash. Oleh karena itu, dilarang dilakukan.    
 
 
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
1. Hendaklah ada pemuka masyarakat dalam hal ini adalah tokoh agama 
setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi 
mengenai hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermuamalah secara 
baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 
2. Kepada rahin dan Murtahin selain kepercayaan yang mereka miliki 
bersama, hendaknya dalam bertransaksi  appita‟galak tana (gadai sawah) 
menggunakan catatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di 
bawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi 
perselisihan. 
3. Pemanfaatan tanah/sawah gadai secara penuh oleh murtahin adalah 
dilarang dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya 
perawatan tidak mengapa atau bisa dibuat perjanjian bagi hasil sesuai 
dengan ketentuan yang disepakati bersama setelah dipotong biaya 
perawatan, dengan menggunakan sistem muzara‟ah yaitu bibit berasal dari 
pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal dari murtahin, tergantung 
kesepakatan.Kepada masyarakat secara umum, di Desa Julukanaya  secara 
khusus agar memperhatikan aturan-aturan syari‟at Islam dalam 
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bermuamalah khususnya gadai sawah agar tidak melenceng dari 
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1. Wawancara dengan Tokoh Agama 
























































Gambar 6. Wawancara dengan Penggadai (Rahin) 
 
 
Gambar 7. Wawancara dengan Penerima Gadai (Murtahin) 
 
 






Gambar 8. Wawancara dengan Penerima Gadai (Murtahin) 
 
Gambar 9. Wawancara dengan Penggadai (Rahin) 
 
 





Gambar 10. Wawancara dengan Penggadai (Rahin) 
 
Gambar 11. Wawancara dengan Penggadai (Rahin) 
 

















Daftar pertanyaan Wawancara penelitian Skripsi “Praktik Appita’galak 
Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 
Julukanaya Kecamatan PallanggaKabupaten Gowa)”. 
Masalah Pokok dalam Skripsi ini yaitu : 
1. Bagaimana Praktik Appita‟galak Tana (Gadai Sawah) pada masyarakat 
Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Appita‟galak Tana 
pada masyarakat Desa Julukaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 
Daftar Pertanyaan : 
Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh 
Wanita Desa Julukanaya 
1. Apakah anda mengetahui adanya Praktik Appita‟galak Tana di Desa 
Julukanaya? 




2. Bagaimana proses dari Praktik Appita‟galak Tana yang dilakukan oleh 
masyarakat? 
3. Dalam hal apa biasanya praktik Appita‟galak Tana ini terjadi? 
4. Apakah masyarakat yang melakukukan Praktik Appita‟galak Tana  
melapor sebelumnya kepada aparat Desa jika ingin melakukan Praktik 
tersebut  ? 
5. Menurut anda apakah Praktik Appita‟galak Tana ini sesuai dengan Hukum 
Islam? 
6. Menurut anda apakah ada unsur riba pada Praktik Appita‟galak Tana 
tersebut? 
7. Apakah masyarakat mau jika sawah gadaian tidak dikelolah oleh 
murtahin? 
Masyarakat yang Melakukan Transaksi Appita’galak Tana di Desa 
Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
A. Penggadai (rahin) 
1.  Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara 
menggadaikan tanah? 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan gadai tanah? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
4. Kapankah barang gadai atau tanah yang digadaikan di serahkan kepada 
murtahin? 
5. Kapan rahin menerima uang hasil dari gadai sawah (marhun bih)? 
6.  Apakah pihak penggadai (rahin) menentukan batasan waktu dalam 
menggadaikan tanah? 
7. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan 
digadaikan? 




8. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai (rahin)? 
10. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
B. Penerima Gadai (Murtahin) 
1.  Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam 
melaksanakan akad gadai tanah? 
2. Siapa saja yang terlibatbat dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
4. Kapankah murtahin menerima barang gadai (marhun) atau tanah yang 
digadaikan? 
5. Kapankah murtahin menyerahkan marhun bih (uang hasil gadai) kepada 
rahin? 
6. Apakah pihak penerima gadai (murtahin) menentukan batasan waktu dalam 
transaksi gadai tanah? 
7. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menerimah gadai tanah yang di 
tawarkan oleh rahin? 
8. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin)? 
10. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak murtahin merasa diuntungkan 
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